
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR360/KEP.197-BPBD/2020

TENTANG

PENETAPANSTATUSSIAGADARURATBENCANAPENULARANWABAH
PENYAKITAKIBATCORONAVIRUSDISEASE-19 (COVID-19)

DI KABUPATENMAJALENGKATAHUN2020

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penularan infeksi
Coronavirus Disease-19 (COVID-19) di Kabupaten
Majalengka, perlu dilakukan langkah cepat, tepat,
terpadu dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Majalengka, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati
Majalengka tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana
Penularan Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-
19 (COVID-19) di Kabupaten Majalengka Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taun 2008 Nomor
42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomer 44,Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4830);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuanga.'1. Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Derah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14).

Memperhatikan a. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020
tanggal 28 Januari 2020, tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. Surat Edaran Gubemur Jawa Barat Nomor:
400/27/HUKHAM tentang Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-
19 (COVID-19);

c. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13ATahun 2020 tentang Perpanjangan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Status Siaga Darurat Bencana Penularan Wabah Penyakit
Akibat Coronavirus Disease-19 (COVID-19) di Kabupaten
Majalengka Tahun 2020.

Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU,terhitung sejak Tanggal 15 Maret
2020 sampai dengan Tanggal29 MeiTahun 2020.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam Penetapan Siaga Darurat Bencana sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA,
upaya pencegahan dan kesiapsiagaan perlu dilakukan
untuk dapat meminimalisasi penularan wabab penyakit
tersebut sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dearah Kabupaten Majalengka dan/ atau
sumber lain yang sab dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadalean perubahan dan atau
perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 15 )daret a>20
BUPATIMAJALENGKA,
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